BAB Il1
METODE PENELITIAN

1.1 Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pengelolaan APBDes dalam tahap
perencanaan di Desa Karangpakuan Kecamatan Darmaraja Kabupaten
Sumedang. Sedangkan subjek penelitian ini adalah pihak-pihak dalam
pemerintah Desa Karangpakuan yang terlibat dalam pengelolaan APBDes
dalam tahap perencanaan diantaranya Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur
Perencanaan, Kepala Seksi Pemerintah, Kepala BPD, Sekretaris BPD,

Tokoh Masyarakat.
1.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan suatu elemen yang berupa subjek atau objek yang
digunakan untuk objek penelitian (Kuncoro, 2009). Sampel merupakan
bagian dari unit populasi (Kuncoro, 2007), sampel menjadi bagian dari
jumlah dan karakteristik suatu populasi. Sampel dalam penelitian ini
adalah perangkat desa, BPD yang terlibat dalam pengelolaan APBDes
dalam tahap perencanaan di Desa Karangpakuan Kecamatan Darmaraja

Kabupaten Sumedang sebanyak 8 partisipan.
1.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Masri Singarimbun dan Efendi (2000:169) lokasi penelitian dalam
penelitian ini dipilih secara purposive, yaitu dengan pertimbangan dan
tujuan tertentu dalam penelitian. Peneliti memilih Desa Karangpakuan
merupakan salah satu desa yang sudah lama berdiri dan menetapkan
Permendagri no 20 tahun 2018 sebagai acuan dalam pengelolaan APBDes.

Waktu penelitian ini dimulai pada bulan juni 2020 yaitu dengan
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melakukan wawancara kepada perangkat desa dan BPD dan

mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait.
1.4 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan
deskriptif seperti uraian, kata-kata tulisan dan perilaku yang dapat diamati.
Data kualitatif adalah tangkapan atas jawaban responden wawancara.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari partisipan langsung
atau pihak-pihak berwenang terhadap masalah yang hendak dibahas,
dalam hal ini adalah pejabat yang berwenang. Dalam penelitian ini
data primer dengan teknik interview. Di dalam penelitian ini data
primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak yang
mengetahui atau turut serta dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDes) dalam tahap perencanaan. Wawancara
merupakan tanya jawab yang dilakukan bersama pewawancara dan
partisipan yang terlibat langsung serta memahami dan dapat informasi
(gambaran) tentang pengelolaan keuangan desa khususnya Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam tahap perencanaan.

Penentuan sumber data pada orang yang dipilih untuk dijadikan
partisipan yakni dilakukan secara purposive, yaitu dipilih dengan
pertimbangan tertentu. Tujuannya agar peneliti mendapatkan
pemahaman yang mendalam atas hal yang diteliti dan diharapkan
partisipan yang dipilih dapat memberikan informasi yang sesuai

dengan tujuan dari penelitian ini.
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Peneliti membagi jenis partisipan untuk dijadikan sumber utama
dalam pencarian data maupun informasi terkait dengan fokus

penelitian.

Tabel 3.1
Partisipan Terkait Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa

Karangpakuan Kecamatan Darmaraja

Z
o

Partisipan

Kepala Desa

Sekretaris Desa

Kepala Seksi Pemerintah

Kepala Urusan Perencanaan

Ketua Badan Permusyawaratan Desa

Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa

Tokoh Masyarakat

Tokoh Masyarakat

©O| O N| O O | W| N

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Partisipan dalam penelitian ini terdiri dari 5 kelompok yaitu :

1) Kepala Desa yang bertugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan desa, salah satunya dalam perencanaan
APBDes Kepala Desa berperan penting dalam pengesahan
APBDes

2) Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris, Kaur dan Kasi.
Perangkat desa berperan penting dalam perencanaan
APBDes, Sekretaris berperan dalam menyusun hasil rapat

dan keputusan APBDes, dan peneliti memilih perwakilan
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dari Kaur dan Kasi karena Kaur dan Kasi tersebut yang
berperan sangat penting dan yang masuk ke tim penyusun
APBDes.

3) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertugas sebagai
penyelenggara  Musyawarah  desa  (Musdes) dan
menetapkan RAPBDes, serta yang menginformasikan ke
masyarakat mengenai APBDes.

4) Tokoh Masyarakat sebagai perwakilan dari masyarakat tiap
dusun yang akan ~menyampaikan aspirasi-aspirasi
masyarakat pada saat Musyawarah desa (Musdes).

5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) sebagai
Dinas yang memverifikasi Rancangan APBDes di
Kabupaten Sumedang. Peneliti melakukan interview ke
DPMD agar bisa memverifikasi hasil dari pemerintah desa.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia atau telah
dikumpulkan oleh pihak lain. Pengumpulan data sekunder menunjang
dari data primer (Widiyanti,2017). Adapun data sekunder yang peneliti
gunakan yaitu:

a. Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah berlalu, bisa
berbentuk tulisan ataupun gambar yang di gunakan di Desa
Karangpakuan, seperti Laporan APBDesa, bukti musyawarah,

dan lain-lain.

1.5 Instrumen Penelitian

Berikut merupakan instrumen penelitian kualitatif yang digunakan
pada penelitian ini:
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Tabel 3.2

Mekanisme Pengembangan Pertanyaan Wawancara

Aspek Sub Aspek Intisari Pertanyaan Tujuan Ditanyakan
Bagaimana mekanisme perencanaan Untuk mengetahui
APBDes yang dilakukan oleh bagaimana mekanisme
pemerintah desa perencanaan APBDes
Bagaimana upaya pemerintah desa Untuk mengetahui
dalam mewujudkan prinsip pertanggungjawaban dalam
akuntabilitas dalam perencanaan perencanaan APBDes
APBDes
Apakah kepentingan publik menjadi untuk mengetahui
pertimbangan utama dalam pertimbangan utama dalam
penyusunan APBDes? penyusunan Alokasi Dana

Perencanaan Akuntabilitas Desa
APBDes Apakah perangkat desa menaati SOP untuk mengatahui ketaatan

yang telah ada?

perangkat desa Terhadap
SOP

Apakah laporan penggunaan anggaran
dapat di pertanggungjawabkan kepada
publik?

untuk mengetahui anggaran
yang direncanakan sesuai

dengan kenyataan apa tidak

Apabila adanya SiLPA bagaimana

penggunaanya untuk tahun berikutnya?

Untuk mengetahui

pertanggungjawaban SiLPA

Bagaimana terkait adanya perubahan
rencana dalam pengelolaan APBDes

Untuk mengetahui
perubahan APBDes

Transparansi

Bagaimana upaya pemerintah desa
dalam mewujudkan prinsip
transparansi dalam perencanaan
APBDes

Untuk mengetahui
bagaimana transparansi
dalam perencanaan APBDes

di pemerintah desa

Nenden Al Azhar, 2020
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Apakah dalam musyawarah
masyarakat yang terlibat hanya orang

tertentu atau tebuka untuk siapa saja??

Untuk mengetahui orang

yang terlibat dalam rapat

Perencanaan Apakah Laporan rincian dana rencana | Untuk mengetahui
APBDes APBDes terbuka untuk masyarakat? transparan rincian APBDes
Apakah BPD mensosialisasi mengenai | Untuk mengetahui adanya
rincian rencana/program APBDes sosialisasi mengenai rincian
kepada masyarakat? APBDes
Apakah perangkat desa melakukan Untuk mengetahui
sosialisasi lagi, apabila adanya informasi mengenai
perubahan dalam program/perubahan perubahan APBDes
dana?
Apa yang menjadi penghambat dalam Untuk mengetahui
proses perencanaan APBDes? penghambat dalam
perencanaan APBDes
Faktor — :
Perencanaan Apa yang menjadi penghambat dalam Untuk mengetahui apa yang
Penghambat ) o
APBDes proses pencairan dana? menjadi penyebab

terlamabat dalam pencairan

dana
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1.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa

teknik, yaitu:

1. Wawancara
Wawanacara dengan metode semiterstruktur dengan cara dialog
bersama partisipan dengan memberikan garis-garis besar
permasalahan yang nantinya akan ditanyakan. Tujuan dari
wawancara dengan metode semiterstruktur adalah untuk
menemukan permsalahan secara terbuka, dimana partisipan
diminta penjelasan atau pendapat serta ide-idenya. Dalam
melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara detail
dan mencatat apa yang dikemukakan oleh partisipan (Sugiono,11).
Wawancara ini dilakukan selama 30 menit untuk setiap partisipan
dengan menggunakan alat rekaman.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan dengan

mengumpulkan data-data sekunder atau data-data yang telah
tersedia sebelumnya. Data-data yang dikumpulkan dapat berupa
catatan-catatan, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan
penelitian. Dokumen yang dibuat oleh pemerintah desa akan

dibandingkan dengan hasil wawancara.

1.7 Teknik Pengelolaan Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang
tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang
sudah dituliskan dalam caatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen

resmi, gambar, foto, dan sebagainya (Lexy J. Moleong, 2012:247).
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Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

teknik analisis data dari Miles dan Huberman, yaitu:

1. Pengumpulan Data
Dalam penelitan ini pengumpulan data dilakukan dengan mencari,
mencatat, dan mengumpulkan data melalui hasil wawancara,
dokumentasi, dan observasi yang terkait dengan perencanaan
penyusunan APBDes.

2. Reduksi Data
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu
maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti
merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal
yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang
telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan
mempermudah  peneliti  untuk melakukan pengumpulan data
selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2008:247).
Dalam penelitan ini setelah melakukan pengumpulan data, data-data
yang terkait perencanaan APBDes dan digolongkan kedalam tiap
permasalahan sehingga data dapat ditarik kesimpulan-kesimpulannya.

3. Penyajian Data
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah
mendisplaykan  data. Dalam penyajian data, maka data
terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan
semakin mudah dipahami. Display data, maka akan memudahkan
untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya
berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut (Sugiyono, 2008:249).
Penyajian data dilakukan untuk mempermudah peneliti untuk dapat
mendeskripsikan data sehingga akan lebih mudah dipahami mengenai

perencanaan APBDes.
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4. Kesimpulan dan Verifikasi
Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.
Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan
akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang
mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya (Sugiyono,
2008:252). Pada penelitian ini, kesimpulan awal yang dikemukakan
oleh peneliti akan didukung oleh data-data yang diperoleh peneliti di
lapangan. Jawaban dari hasil penelitian akan memberikan penjelasan
dan kesimpulan atas permasalahan penelitian yang diteliti dalam
penelitian ini.
Gambar 3.1 Model Pengelolaan Data

Pengumpulan
dat_a/

N

Penyajian data

Reduksi data

"
-

\ﬂr;:.llan dan

' verifikasi

Sumber: Miles dan Huberman

1.8 Teknik Analisis Data

1.8.1 Analisis Tematik

Penelitian ini memilih analisis tematik untuk dijadikan sebagai alat
dalam analisis data. Menurut Jones dan Forshaw (2012) dalam Laksmi
(2015) analisis tematik melibatkan coding text, membaca dan

membacanya kembali hasil dari wawancara yang dilakukan, dan
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memperhatikan berbagai kata atau konsep yang sama. Kata-kata atau
konsep yang sama inilah yang menjadi kode untuk disesuaikan dan
dimodifikasi, baik dengan menggabungkan beberapa kode secara
bersamaan di bawah tema baru atau memisahkan menjadi dua tema yang
berbeda.

Sementara itu Howitt dan Cramer (2008) dalam Laksmi (2015),
analisis tematik merupakan analisis materi tekstual yang mengungkapkan
tema utama di dalamnya. Sebuah tema adalah topik atau subjek dimana
seseorang menulis, berfikir, atau berbicara. Demikian pula menurut
penilitian yang lain Braun dan Clarke (2006), analisis tematik
didefinisikan sebagai metode untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan
melaporkan pola (tema) dalam data dan membantu mengorganisir dan

mendeskripsikan kumpulan data secara rinci.

1.8.2 Coding

Dalam penelitian ini analisa data kualitatif yang dilakukan dengan
proses pengkodean manual. Istilah coding merupakan proses penerapan
kode pada data hasil wawancara sehingga data dapat saling berhubungan
dengan menyoroti persamaan dan perbedaan di dalam dan di antara hasil
wawancara, menurut Bernard (2011) dalam Laksmi (2015). Menurut
David dan Sutton (2011) Coding adalah kata kunci, tema, atau frase yang
mungkin atau tidak mungkin sesuai dengan persyaratan aktual dalam teks

yang di analisis.

Menurut Saldana (2013) dalam Laksmi (2015) juga menjelaskan
bahwa Coding dalam penelitian kualitatif merupakan kata atau kalimat
yang paling sering menonjol dari kumpulan data yang kompleks,
kemudian digunakan untuk mengkodifikasi sarana, mengatur atau

mengkategorikan data secara sistematis, membuat sesuatu menjadi bagian
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dari sistem atau klasifikasi. Hal tersebut menjadikan proses pengkodean
memungkinkan organisasi data dan pengelompokan data kode yang sama
ke dalam kategori karena mereka memiliki beberapa karakteristik, yang
menandai awal sebuah pola dan dengan demikian membantu dalam
mengidentifikasi tema yang paling berulang dalam data. Menurut Saldana
(2013) dalam Laksmi (2015), Coding dibagi menjadi dua tahap utama : (1)
pengkodean siklus pertama (first cycle coding) dan; (2) pengkodean siklus
kedua (second cycle coding).

Penelitian ini menggunakan proses coding seperti penjelasan dari
penelitian Saldana (2013). Metode pengkodean siklus pertama yakni
proses penetapan kode yang awalnya digunakan untuk potongan data.
Jenis pengkodean siklus pertama yang dilakukan adalah in vivo coding
yaitu coding yang menggunakan kata-kata singkat dari bahasa peneliti
sendiri sebagai kode dalam catatan data (Laksmi, 2015). Pada saat
melakukan pengkodean siklus pertama peneliti juga melakukan open
coding. Boeije (2010) dalam Laksmi (2015) menjelaskan bahwa open
coding adalah proses memeriksa, mengkonseptualisasikan, dan
mengkategorikan data. Pengkodean siklus kedua adalah cara lanjutan
untuk menata ulang dan mengkodekan kembali data yang dikodekan
melalui metode siklus pertama. Proses Pengkodean siklus kedua penting
karena bertujuan untuk mengembangkan rasa kategoris, tematik,

konseptual, dan teoritis dari serangkaian kode siklus pertama.
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Analisis Data Penelitian

Data mentah

R =

Menyusun dan mempersiapkan data untuk

-

Membaca seluruh data

R =

Memberikan kode (tulisan tangan/computer)
membaca seluruh data

\ J
2 2
Tema Deskripsi
¥ ¥

Saling menghubugkan tema/deskripsi (missal
grounded theory)
\

R 2

Menginterpretasi data/deskripsi

Gambar 3.2 Analisis Data Penelitian
1.9 Pengujian Persyaratan Analisa

Menurut Sugiyono (2013), dalam pengujian keabsahan data dalam
penelitian  kualitatif meliputi uji kredibilitas (validitas internal),
transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas), dan

confirmability (obyektivitas).

Dalam pengumpulan data, peneliti juga menggunakan teknik
triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang
menggabungkan dari berbagai pengumpulan data dan sumber data yang
telah ada (Sugiyono 2013). Pada penelitian ini peneliti akan melakukan uji
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kredibilitas dengan cara triangulasi dan juga uji realibilitas
(dependability). Trianguasi dilakukan dengan 2 metode yaitu :

a) Triangulasi teknik
Triangulasi teknik, berarti peneliti dalam mengumpulkan data
dilakukan dengan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda
dengan sumber yang sama.

b) Triangulasi sumber
Triangulasi sumber merupakan pengujian untuk mendapatkan data
dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama Dalam
membandingkannya dari praktisi dengan praktisi, praktisi dengan
akademisi dan dengan teori. Dalam penelitian ini kualitatif, uji
reliabilitas atau dependability dilakukan untuk memastikan bahwa
hasil dari penelitian adalah reliabel. Penelitian yang reliabel adalah
orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian
tersebut. Pada penelitian ini, uji reliabel dilakukan oleh
pembimbing untuk mengaudit keseluruhan hasil penelitiaan.
Bagaimana peneliti mulau menentukan masalah, memasuki
lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, dan

sampai peneliti membuat kesimpulan (Sugiyono 2011).
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